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GIDEON TANDUNGAN (B 111 11 281), dengan judul “Hak Keluarga 
Korban Menuntut Ganti Kerugian Atas Kasus Pembunuhan”. Di 
bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing I dan Winner 
Sitorus sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip ganti kerugian 
dalam Pasal 1370 KUH Perdata sesuai dengan prinsip ganti kerugian 
dalam konsep perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata, dan 
konsep ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, dan mengetahui sejauhmana penerapan 
hak menuntut ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja. Penulis 
melakukan wawancara terhadap beberapa hakim di Pengadilan Negeri 
Makale dan juga melakukan kuesioner terhadap beberapa keluarga 
korban pembunuhan. Data lainnya diperoleh melalui data primer yang 
merupakan perundang-undangan terkait dan data sekunder yang 
merupakan publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen 
resmi yang berhubungan dengan ganti kerugian. Berdasarkan analisis 
hukum terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan 
bahwa prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata telah sesuai 
dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep perbuatan melanggar hukum 
dan konsep ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. 
 
Walaupun telah diatur jelas dalam Pasal 1370 KUH Perdata, 
penerapan hak menuntut ganti kerugian ini tidak pernah ditemukan di 
masyarakat, sehingga perlu dikembangkan layanan yang maksimal oleh 
para penegak hukum atau lembaga terkait kepada keluarga korban 





UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
telah memberikan Rahmat, Karunia, dan KasihNya sehingga penulis 
mampu menyelesaikan sebuah penelitian yang berupa skripsi dengan 
judul “Hak Keluarga Korban Pembunuhan Menuntut Ganti Kerugian 
Atas Kasus Pembunuhan”, sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas 
kasih sayang yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, 
kepada ayah Hendrik Saranga dan Ibu Maria Goretti yang tiada henti-
hentinya berjuang demi pendidikan penulis, yang selalu mendukung dan 
mendoakan penulis selama ini. Semoga kedepannya penulis dapat 
membalas keringat dan kerja keras yang telah kedua orang tua penulis 
lakukan selama ini. 
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini 
banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat 
diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin; 
2. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, 
Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, 
vii 
 
dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
3. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM. selaku Ketua Bidang 
Studi Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. 
selaku sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk menulis skripsi ini; 
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing I 
dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM. selaku 
Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan 
mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan 
merupakan kebanggan tersendiri bagi penulis telah dibimbing oleh 
beliau; 
5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Penguji I, Bapak 
Muh. Basri, S.H., M.Hum., selaku Penguji II, dan Ibu Nur Azisa, 
S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah memberikan saran serta 
masukan selama penyusunan skrisi ini; 
6. Ketua Pengadilan Negeri Makale, serta Bapak Boni S.H., dan 
Bapak Rosyadi S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Makale 
yang telah sangat membantu dan memfasilitasi penulis dalam 
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini; 
7. Ibu Susana Nona, Ibu Damaris, Ibu Agustiwa, Ibu Ludia, Ibu 
Yustina, Ibu Martina, Bapak Marten, dan Bapak Matius yang telah 
viii 
 
bersedia untuk memberikan keterangan melalui kuesioner dan 
sangat membantu penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan 
untuk penyusunan skripsi ini; 
8. Seluruh dosen, pegawai, maupun staf civitas akademika Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, 
nasihat, seta bantuan lainnya; 
9. Sahabat terbaik penulis Inry Cesar Milan S.E, Kiki Rezky M. S.Pt, 
Donny Tappy, Lisa Ambalinggi, Brigita Veby, Andy Oliver, Ferry 
Wesdy yang telah menyemangati dan menemani penulis selama 
bertahun-tahun ini walau terpisah oleh jarak, tetapi dukungan kalian 
adalah dukungan yang sangat berharga bagi penulis; 
10. Natalia Rismayanti Palilu sebagai sosok yang selalu ada dan 
mendukung penulis dalam suka dan duka penyusunan skripsi ini;  
11. Sahabat-sahabat penulis di Persekutuan Mahasiswa Kristeren 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Rhony A. L. S.H, Jhon R. 
A., Astri M. P. S.H, Intan K. S.H, Vivilia A. M. S.H, Trigita Tiku, 
Daud Eko, Nelwan, Atanasius, Yohanis, Shela P. T. S.H, Renilda 
S.H, Aditya S.H, Kezia, Dosma P. S.H, Mely R. S.H, dan semua 
teman PMK 2011 yang telah memberikan semangat dalam 
penyusunan skripsi ini, juga kepada semua senior dan junior di 
PMK FH UH yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 
kasih atas dukungannya; 
ix 
 
12. Kakak Soldy sebagai kakak PA penulis yang selalu mendukung 
dan mendoakan penulis serta membimbing penulis untuk selalu 
mengandalkan Tuhan dalam penyusunan skripsi ini; 
13. Teman-teman KKN Reguler Unhas Gelombang 87 Kecamatan 
Sibulue Desa Masenreng Pulu, Rahim, Resti, Kak Rajib, Revy, 
Rahmy, dan Kak Riso yang selalu mendukung penulis untuk cepat 
menyelasikan penulisan skripsi ini; 
14. Teman-teman MEDIASI 2011 yang tidak sempat penulis sebutkan 
satu persatu, teman seperjuangan penulis sejak berstatus 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
15.  Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, 
baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran 
yang positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.  
 








HALAMAN JUDUL  ..........................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI  ................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING  ......................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN  .............................................  iv 
ABSTRAK  .......................................................................................  v 
UCAPAN TERIMA KASIH  ...............................................................  vi 
DAFTAR ISI  .....................................................................................  x 
BAB I PENDAHULUAN  ..................................................................  1 
A. Latar Belakang  ......................................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ................................................................  6 
C. Tujuan Penelitian  ...................................................................  7 
D. Manfaat Penelitian  .................................................................  7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  .........................................................  8 
A. Korban Kejahatan  ..................................................................  8 
1. Pengertian Korban  ...........................................................  8 
2. Hak-hak Korban  ...............................................................  15 
3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk  
Perlindungan Hukum  .......................................................  17 
B. Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melanggar Hukum  ..........  24 
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum  ........................  24 
2. Ganti Kerugian  .................................................................  27 
C. Tuntutan Ganti Kerugian  .......................................................  29 
1. Tuntutan Ganti Kerugian Secara Perdata .........................  29 
2. Ganti Kerugian Berdasarkan Perbuatan Melanggar  
Hukum ..............................................................................  34 
3. Ganti Rugi Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun  
2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor  
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  




BAB III METODE PENELITIAN  .......................................................  42 
A. Tipe Penelitian  ......................................................................  42 
B. Metode Pendekatan  ..............................................................  43 
C. Bahan Hukum  .......................................................................  43 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum  ....................................  44 
E. Analisis Bahan Hukum  ..........................................................  45 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................  46 
A. Prinsip Ganti Kerugian ...........................................................  46 
1. Prinsip ganti kerugian dalam perbuatan melanggar hukum 
(1365 KUH Perdata) .........................................................  46 
2.  Prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perfata .....  54 
3.  Prinsip ganti kerugian dalam UU No. 31 Tahun 2014 .......  57 
B. Faktor-faktor Tidak Adanya Penerapan Pasal 1370  
KUH Perdata ..........................................................................  64 
BAB V PENUTUP .............................................................................  72 
A. Kesimpulan  ............................................................................  72 
B. Saran/Rekomendasi ...............................................................  73 
 
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................  76 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Manusia di dalam hidupnya membutuhkan rasa aman. Aman berarti 
bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, dan dapat memenuhi 
kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu manusia 
mengharapkan kepentingan-kepentingannya itu dilindungi terhadap 
konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta 
menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. 
Manusia dalam hidupnya tidak bisa hidup dengan kehendak 
bebasnya sendiri, melainkan ada aturan yang harus diperhatikan sehingga 
manusia dalam menjalani hidupnya, terutama hidup bermasyarakat 
sebagai mahluk sosial, manusia dapat merasakan keamanan, 
kenyamanan, kedamaian, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan sebagai 
konsekuensi logis dilaksanakannya pedoman hidup berupa norma-norma 
yang mengatur, salah satunya norma hukum. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kehidupan manusia tidak lepas atau selalu dilingkupi oleh hukum.  
Banyak peristiwa hukum yang sering timbul dalam kehidupan 
bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum pidana dan hukum 
perdata. Namun kaitan kedua lapangan hukum ini ada hal yang sangat 
jelas permasalahannya tetapi terkadang masih kurang jelas, dan ada pula 
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keduanya mempunyai hubungan yang erat, seperti pengertian dari  
Wirjono Prodjodikoro:1 
Hubungan ini dapat bersifat positif dalam arti, bahwa suatu perbuatan dari 
jenis ini dapat dikenakan baik hukuman perdata maupun hukuman pidana, 
dan juga dapat bersifat negatif dalam arti, bahwa suatu perbuatan dari 
jenis ini hanya dapat dikenakan hukuman perdata, dan tidak dapat 
dikenakan hukuman pidana. 
 
Dengan demikian suatu perbuatan perdata, ada yang hanya 
termasuk perbuatan hukum perdata saja dan ada juga suatu perbuatan 
hukum perdata yang juga termasuk perbuatan hukum pidana. Persoalan 
semacam ini sering  dihadapi  oleh  masyarakat  dan  aparat  penegak  
hukum dalam menafsirkan apakah perbuatan tersebut termasuk lapangan 
hukum pidana dan/atau hukum perdata. 
Kejahatan sebagai salah satu tindak pidana merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan dapat timbul di mana 
saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi 
hampir pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang 
merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha 
untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Salah satu 
kejahatan yang dapat menganggu keseimbangan hidup, keamanan, dan 
ketertiban dalam masyarakat adalah pembunuhan. 
Secara umum pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau 
tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
                                                          





Hilangnya nyawa korban tersebut berimbas kepada keluarga korban, 
terutama bagi keluarga korban yang biasa mendapatkan nafkah dari 
korban pembunuhan tersebut. Dengan meninggalnya korban 
pembunuhan maka tentu saja keluarga korban tersebut akan kehilangan 
sumber nafkah atau dengan kata lain menderita kerugian karena 
kehilangan sumber nafkah tadi. Oleh karena keluarga dari korban 
pembunuhan merupakan pihak yang menderita kerugian sehingga dapat 
meminta ganti kerugian, dan hukum menyediakan seperangkat kaidahnya 
untuk memastikan hak dari keluarga korban tersebut. Akibat dari adanya 
perbuatan melanggar hukum adalah kerugian bagi korban. Kerugian 
tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum 
untuk mengganti kerugian tersebut.2 Pengaturan mengenai hak menuntut 
ganti kerugian oleh keluarga korban diatur dalam Pasal 1370 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata:  
Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang 
hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau 
orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si 
korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai 
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut 
keadaan. 
Pasal ini hampir tidak pernah didengar pelaksanaannya melalui 
pengadilan. Walaupun pasal ini memberikan hak kepada orang-orang 
yang di bawah tanggung jawab tunjangan nafkah dari korban 
pembunuhan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan 
                                                          
2
 Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya 
Bakti, 2005, h.13. 
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(baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kurang hati-hati), 
namun hampir tidak pernah terdengar adanya gugatan perdata mengenai 
hal tersebut. Padahal, hak untuk menuntut ganti kerugian yang diatur 
dalam pasal ini sebenarnya sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 
1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melanggar hukum yang 
mengakibatkan kerugian bagi pihak lain3. 
Ganti kerugian atas korban meninggal bagi keluarga korban 
bukannya tidak menimbulkan perdebatan. Manusia pada dasarnya tidak 
ingin kehilangan orang yang dikasihinya. Bahkan kalaupun ganti kerugian 
itu sangat tinggi nominalnya, secara hati nurani tidak akan cukup untuk 
mengganti hilangnya orang tersayang. Dengan demikian ganti kerugian 
atas korban meninggal semestinya tidak dilihat sebagai nilai kompensasi, 
sebagaimana ganti kerugian pada umumnya. 
Ganti kerugian bisa ditemukan pada nilai kompensasi atas cedera 
psikis yang diderita pihak penggugat, atau setidaknya pengakuan salah 
dari pihak yang telah berbuat salah atau lalai sehingga mengakibatkan 
meninggalnya korban, dan bukan pada nilai kompensasi atas 
meninggalnya korban. Oleh karena sensitivitasnya permasalahan 
tersebut, maka lahirnya tuntutan dari pihak keluarga korban meninggal 
tersebut dikaitkan dengan nilai kompensasi nyawa kemungkinan karena 
melahirkan putusnya nafkah bagi keluarga korban tersebut. Ini berdasar 
                                                          
3
 Ahmadi Miru dan Sakka Pati.  Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 
1456 BW, Rajawali Pers, 2008, h.100. 
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pada pemikiran bahwa secara moral, menentukan nilai nominal tertentu 
untuk nyawa seseorang, adalah tidak masuk akal adanya, sehingga 
kemungkinan makna dari Pasal 1370 KUH Perdata adalah kompensasi 
atas putusnya nafkah keluarga korban. 
Dari uraian di atas, hubungan keluarga korban dengan pelaku 
pembunuhan merupakan suatu hubungan yang bersifat keperdataan, 
sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan keluarga korban melalui 
gugatan yang bersifat perdata. Sekali lagi ingin mengulangi pengertian 
sebagai penegas bahwa walaupun hak tersebut dengan jelas diatur dalam 
Pasal 1370 KUH Perdata, namun masih sangat jarang ditemui praktiknya 
di dalam kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat.  
Walaupun telah diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata, ganti 
kerugian kepada keluarga korban pembunuhan juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Inisiatif 
lahirnya Undang-Undang Perlindungan Bagi Saksi dan Korban bukan 
datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu 
berinteraksi dengan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari 
kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa korban sudah 
saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Undang-
Undang yang masih tergolong baru tersebut selain memberikan hak 
kepada korban tindak pidana, juga memberikan hak kepada keluarga 
korban, khususnya dalam penelitian ini adalah keluarga korban 
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pembunuhan. Undang-Undang ini memberikan hak kepada keluarga 
korban pembunuhan untuk menuntut haknya melalui Lembaga 
Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Akan tetapi, walau telah diatur 
dalam Undang-Undang tersebut, masih saja belum pernah ditemui 
penerapannya dalam kasus pembunuhan. 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat beberapa isu 
hukum yang perlu dianalisis yaitu mengenai hak ganti kerugian oleh 
keluarga korban dan pada kondisi apa saja keluarga korban dapat 
menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan. Hal tersebut guna 
memastikan hak ganti kerugian yang diperoleh keluarga korban apakah 
telah memenuhi prinsip ganti kerugian.   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di 
atas maka masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep perbuatan 
melanggar hukum dalam KUH Perdata, dan konsep ganti 
kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban? 
2. Bagaimana penerapan hak menuntut ganti kerugian sesuai 
dengan Pasal 1370 KUH Perdata? 
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C. Tujuan  
Adapun tujuan dalam penelitian dari hak keluarga korban menuntut 
ganti kerugian dalam kasus pembunuhan  adalah: 
1. Untuk mengetahui prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep 
perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata, dan konsep 
ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
2. Untuk mengetahui penerapan hak menuntut ganti kerugian 
sesuai dengan Pasal 1370 KUH Perdata. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoretis  
Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
kontribusi terhadap bentuk kepastian hukum dari hak keluarga korban 
menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan, serta lebih 
memperjelas unsur-unsur yang harus dipenuhi keluarga korban untuk 
menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 
mengambil kebijakan oleh aparat penegak hukum terutama berkaitan 
dengan kasus pembunuhan, khususnya dalam memahami proses ganti 






A.   Korban Kejahatan  
1. Pengertian korban 
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan UU No.13 
Tahun 2006) yang mengatur bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.4 
Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah: 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendri atau orang 
lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.5 
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada 
Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: 
Orang yang secara individu maupun kelompok telah menderita kerugian, 
termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian 
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 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di 
Indonesia, dalam Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.49. 
5
 Arif Gosfita, Masalah Korban Kejahatan, dalam Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, 




ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik 
karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).6 
Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya 
mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok 
dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis 
penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya 
terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga 
mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para 
korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan 
bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga 
meliputi kelalaian.7 
Pengertian korban sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 
deklarasi prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power) menyebutkan,  
Victims means persons who, individually or collectively have suffered 
harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic 
loss or substansial impairment of their fundamental right, throught acts or 
ommiisions that are in violation of criminal laws operative within member 
states, including those law proscribe criminal abuse of power.8 
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Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang 
didefinisikan oleh South Carolina Govemor’s Office of Executive Policy 
and Programs Columbia, yaitu:  
“Victims means a person who suffer direct or threatened physical, 
psychological, or financial harm as the result of a crime against him. Victim 
also includes the person’s is deceased, a minor, incompetent was a 
homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated.” 9 
Dari pengertian di atas, pengertian korban sangatlah luas karena 
bukan hanya korban yang menderita langsung, tetapi termasuk juga orang 
yang menderita kerugian psikis, dan menderita kerugian keuangan akibat 
hasil dari kejahatan tersebut, dari pengertian tersebut keluarga korban 
pembunuhan masuk dalam kategori orang yang menderita kerugian psikis 
dan bahkan menderita kerugian keuangan jika korban pembunuhan 
tersebut adalah sumber nafkah dari keluarga korban pembunuhan 
tersebut, sehingga keluarga korban pembunuhan juga termasuk dalam 
kategori korban. 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 Pasal 1 angka 3 dan 
Pasal 1 angka 5 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi 
Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat  
mendefinisikan korban sebagai berikut:  
Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, 
baik fisik, mental, maupun emosinal, kerugian ekonomi, atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai 
akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan 
ahli warisnya. 
                                                          
9
 Ibid. dalam Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.50. 
11 
 
Crime dictionary memberikan definisi korban sebagai berikut, person 
who has injured mental or physical suffering, loss of property or death 
resulting from an accrual or attempted criminal offense commited by 
another.10   
Menurut Cohen, korban adalah whose pain and suffering have been 
neglected by state while it spends immense resource to hunt down and 
punish the offender who is responsible for that pain and suffering. 11 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:12 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah dari pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, 
yaitu:13 
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1. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu. 
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan.  
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban. 
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri 
maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh 
bentuk, yaitu:14 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada di pihak korban. 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, 
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dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama. 
3. Participating victims  hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari  dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
5. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawaban 
secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. 
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban karena 
sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
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7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan 
sebagai berikut:15 
1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan (bukan kelompok). 
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum. 
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 
produksi. 
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara 
luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang 
menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga 
mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang 
dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, 
anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan 
lainnya. 
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2. Hak-hak korban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tertentu, 
korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang 
korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 UU No. 13 
Tahun 2006, yang mengatur bahwa korban berhak untuk: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang 
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanan; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f.  Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i.   Mendapat identitas baru; 
j.   Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
l.   Mendapat nasihat; dan/atau 
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m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir. 
Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk 
tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang 
menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun nonmateril 
bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah 
terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang 
berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi 
manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.16 
Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:17 
a. Mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti 
kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi 
ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban 
dalam terjadinya kejahatan dan delikuensi tersebut. 
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi 
restitusi karena tidak memerlukannya). 
c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila 
pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. 
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi. 
e. Mendapat hak miliknya kembali. 
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f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila 
melapor dan menjadi saksi. 
g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum. 
h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden). 
Deklarasi prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan juga menetapkan beberapa hak korban 
(saksi) agar lebih mudah. Akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, 
sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, 
sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban 
kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik 
perlindungan yang sifarnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan 
ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya 
sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh 
keleluasaan dalam memerjuangkan haknya adalah kecil.18 
3. Pelayanan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan 
hukum 
Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan 
dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban 
kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan 
terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang 
adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. 
Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terinci mengenai bentuk 
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perlindungan korban, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam 
pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada 
akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Kurangnya perlindungan 
hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban, bersikap pasif dan 
cenderung non-kooperatif kepada petugas, bahkan ada kemungkinan 
terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan 
korban untuk melapor kepada aparat.19 
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan 
secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga 
internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian 
yang serius. Pentingnnya perlindungan korban kejahatan memperoleh 
perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic 
Principals of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, 
sebagai hasil dari The Sevent United Nation Congress on the Prevention 
of Crime and Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, 
September 1985.20 
Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk 
perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu:21 
a. Acces to justice and fair treatment 
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Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa 
hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-
mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian.  
Mekanisme-mekanisme administratif dan hal tentang 
pengadilan harus dibentuk dan diperkuat di mana perlu 
memungkinkan korban-korban untuk memperoleh ganti 
kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal yang 
bersifat cepat dan efisien, adil, dapat diakses dan yang murah.  
Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses 
pengadilan diantaranya: 
i. Memberitahu korban dari peran mereka dan lingkup 
pemilihan waktu dan kemajuan dari cara bekerja dan 
disposisi kasus-kasus mereka, terutama kejahatan-
kejahatan yang serius dilibatkan dan mereka sudah 
meminta informasi. 
ii. Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan. 
iii. Bantuan yang tepat kepada korban sepanjang proses 
hukum. 
iv. Memperlakukan korban dengan baik dan menjamin 
keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman 
dan intimidasi. 





Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggungjawab untuk 
mengganti kerugian kepada korban, keluarga atau orang yang 
bergantung pada korban. Penggantian kerugian seperti itu 
termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian 
yang diderita dan pemulihan hak-hak. 
c. Compensation 
Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan 
tetapi pada saat pelaku tidak sanggup untuk membayar maka 
kompensasi itu harus dibayar oleh Negara. 
Korban yang mendapat kompensasi, yaitu: 
i. Korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat 
dari kejahatan yang berbahaya. 
ii. Keluarga korban. 
d. Assistance 
Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial, dan 
psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan 
atau masyarakat. Korban harus dijamin kesehatannya. 
Indonesia sebagai Negara hukum, juga memiliki aturan mengenai 
perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan disahkannya 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. 
Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 
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memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh 
LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.22 Perlindungan ini 
diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan 
peradilan. 
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena 
masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban 
bahkan sebagai pelaku kejahatan. 
Mengacu pada Declaration of Basic Principals of Justice for Victims 
of Crime and Abuse of Power oleh PBB, maka beberapa bentuk 
perlindungan terhadap korban, yaitu:23 
a. Ganti kerugian 
Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian 
terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi 
kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan 
kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan 
dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti 
kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang 
dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu uang konkrit dan 
langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. 
Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajban mengganti 
kerugian, yaitu:24 
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1. Meringankan penderitaan korban 
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan 
dijatuhkan  
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana 
4. Mempermudahkan proses peradilan 
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam 
bentuk tindakan balas dendam. 
Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, bahwa 
pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan 
terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti 
kerugian karena ada pula korban, baik langsung maupun tidak 
langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu 
dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat 
kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial. 
Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk 
mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai 
anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaanya adalah 
dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk 
mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas 
dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban 
seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai 
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pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan 
sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem 
peradilan pidana. 
b. Restitusi (restitution) 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 
utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang yang 
diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan 
jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam 
merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku 
dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah 
dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk 
materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku 
maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. 
c. Kompensasi 
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas 
sosial menjadikan masyarakat dan Negara bertanggungjawab 
dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, 
khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban 
kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan uang sama 
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sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan 
dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu 
diperoleh dari pemerintah atau dana umum. 
B. Ganti Kerugian karena Perbuatan Melanggar Hukum 
1. Pengertian perbuatan melanggar hukum 
Undang-undang sendiri dalam KUH Perdata tidak memberikan 
perumusan mengenai apa itu perbuatan melanggar hukum, sehingga 
harus dicari dalam doktrin dan yurisprudensi. Memang, kalau mendengar 
kata “perbuatan melanggar hukum”, yang pertama-tama muncul dalam 
benak adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Namun perlu diingat bahwa 
ternyata Pasal 1365 KUH Perdata langsung berbicara tentang tuntutan 
ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum, kalau kerugian itu 
muncul karena ada unsur salah pada si pelaku, tanpa ia sendiri 
mengatakan apa itu tindakan melanggar hukum. 
Istilah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig daad) sebelumnya 
diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan 
hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan 
yang bertetangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena 
undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat 
dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan 
melanggar hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan 
undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan 
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dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan 
dalam pergaulan masyarakat. Perbuatan melanggar hukum telah diartikan 
secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah 
satu dari berikut:25 
i. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.  
ii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.  
iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.  
iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan 
dalam pergaulan masyarakat yang baik. 
Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 
1380 KUH Perdata. Meskipun pengaturan perbuatan melanggar hukum 
dalam KUH Perdata hanya 15 pasal, tetapi kenyataan menunjukkan 
bahwa gugatan perdata di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan 
melanggar hukum disamping gugatan wanprestasi. Terminologi perbuatan 
melanggar hukum merupakan terjemahan dari kata onrechtmatige daad 
(bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah tort. 
Perbuatan melanggar hukum lebih diartikan sebagai sebuah 
perbuatan melukai (injur) daripada pelanggaran terhadap kontrak (breach 
of contract). Apalagi perbuatan melanggar hukum umumnya tidak didasari 
dengan adanya hubungan hukum kontraktual.  
Perbuatan melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas 
dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melanggar hukum 
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tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan 
dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan 
hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan 
melanggar hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti 
kerugian kepada pihak yang dirugikan.26 
Selanjutnya dilihat pendirian dari Mahkamah Agung di Negeri 
Belanda (Hooge Raad) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang 
sangat terkenal dalam kasus Cohen lawan Lindenbaum, yang pada 
pokoknya menafsirkan, bahwa “perbuatan melanggar hukum bukan saja 
mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat 
yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban 
hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau 
bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memerhatikan 
kepentingan orang lain”.27 
Subekti juga menulis kembali mengenai putusan Hooge Raad 
tanggal 31 Januari 1919, menulis “onrechtmatig” tidak saja perbuatan 
yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan 
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yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam 
pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.28 
Perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, 
bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, 
melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, seperti 
kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan, jika dengan perbuatan itu 
ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan 
Pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang telah melakukan suatu 
perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka 
terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian.    
2. Ganti Kerugian 
Istilah ganti kerugian dipakai dalam hukum perdata yang timbul 
sebagai akibat dari “wanprestasi” dan “perbuatan melanggar hukum”. 
Wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang 
sebagaimana mestinya  telah  diperjanjikan  dalam  hukum. Ganti kerugian 
akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur “tiap 
perbuatan  yang  melanggar  hukum dan  membawa kerugian  kepada  
orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian itu karena 
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut’’. 
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Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya 
kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus ditanggung oleh orang-
orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. 
Sebenarnya hukum yang mengatur mengenai ganti kerugian perdata 
sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam Lex Aquilia salah satu 
undang-undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti kerugian ini 
justru dapat terbaca dalam chapter pertamanya, yang mengatur sebagai 
berikut:29 
Jika seseorang secara melanggar hukum membunuh seorang budak 
belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak 
berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar 
kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh properti 
tesebut tahun lalu. Ganti kerugian tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika 
pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.30 
Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti kerugian dalam hukum 
dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:31 
1. Konsep ganti kerugian karena wanprestasi kontrak. 
2. Konsep ganti kerugian karena perikatan berdasarkan undang-
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C.  Tuntutan Ganti Kerugian 
1. Tuntutan Ganti Kerugian Secara Perdata 
Berbicara mengenai tuntutan ganti kerugian secara Perdata, maka 
yang menjadi dasar tuntutannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata. 
Demikian pula dalam pasal-pasal lainnya, diatur juga ganti kerugian 
tersebut, antara lain Pasal 1367, 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata. 
Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai ganti kerugian khusus, yakni 
ganti kerugian khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-
perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti kerugian yang terbit dari 
suatu perbuatan melanggar hukum, selain dari ganti kerugian dalam 
bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti 
kerugian terhadap hal-hal sebagai berikut: 
a. Ganti kerugian untuk semua perbuatan melanggar hukum (Pasal 
1365). 
b. Ganti kerugian untuk pebuatan yang dilakukan oleh orang lain 
(Pasal 1366 dan Pasal 1367). 
c. Ganti kerugian untuk pemilik binatang (Pasal 1368). 
d. Ganti kerugian untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369). 
e. Ganti kerugian untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang 
dibunuh (Pasal 1370). 
f. Ganti kerugian karena orang yang telah luka atau cacat anggota 
badan (Pasal 1371). 
g. Ganti kerugian karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai 
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dengan Pasal 1380). 
Untuk model ganti kerugian yang disebut terakhir tersebut, Pasal 
1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan 
merinci cara menghitung ganti kerugian dan model-model ganti kerugian 
yang dapat dituntut oleh pihak korban. 
Di samping itu, dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan 
melanggar hukum, khususnya perbuatan melanggar hukum terhadap 
tubuh orang, maka ganti kerugian dapat diberikan jika terdapat salah satu 
dari unsur-unsur sebagai berikut:32 
a. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya 
pengobatan dan rumah sakit. 
b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban. 
c. Adanya rasa sakit secara fisik. 
d. Sakit secara mental, seperti stres, sangat sedih, rasa bermusuhan 
yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa 
lainnya. 
 Ganti kerugian dalam perdata dapat dibagi ke dalam dua jenis, 
yaitu ganti kerugian wanprestasi atau cidera janji dan ganti kerugian 
perbuatan melanggar hukum (PMH). Perbedaan dari keduanya adalah 
sebagai berikut: 33 
1. Ditinjau dari sumber terjadinya, 
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a. Wanprestasi:  
i. Timbul dari perikatan akibat perjanjian. 
ii. Harus ada perjanjian antara kedua belah pihak, menurut 
syarat sahnya perjanjian. 
iii. Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau 
adanya perjanjian yang dilanggar. 
iv. Terjadinya sejak lewat waktu yang disepakati dalam 
perjanjian. 
b. PMH: 
i. Timbul dari UU karena perbuatan yang dilarang. 
ii. Penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan 
melanggar hukum termasuk adanya unsur kesalahan yang 
diperbuat tergugat. 
iii. Terjadinya sejak perbuatan yang dilakukan oleh orang atau 
badan hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 
2. Ditinjau dari bentuknya,  
a. Wanprestasi: Keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian 
atau tidak melaksanakan perjanjian, melakukan yang menurut 
perjanjian dilarang. 
b. PMH: Perbuatan melanggar kewajiban hukumnya, atau 
melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kesusilaan 




3. Ditinjau dari timbulnya hak menuntut, 
a. Wanprestasi: Diawali dengan adanya pernyataan atau 
peringatan lalai dengan teguran (somasi) dari kreditur. 
b. PMH: Tidak perlu adanya peringatan atau teguran berupa 
somasi. Begitu terjadi kerugian akibat PMH, maka langsung 
timbul hak untuk menuntut ganti kerugian. 
4. Ditinjau dari tuntutan ganti kerugian, 
a. Wanprestasi:  
i. Perhitungan ganti kerugian dihitung sejak terjadinya 
kelalaian. 
ii. Jenis dan jumlah ganti kerugian telah diatur secara rinci oleh 
Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu: Kerugian yang diderita 
kreditur; Keuntungan yang akan diperoleh seandainya 
perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ganti 
kerugian bunga. 
iii. Harus terinci. 
b. PMH:  
i. Perhitungan ganti kerugian dihitung sejak saat diajukan 
gugatan PMH. 
ii. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 




iv. Penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan 
kemampua kedua belah pihak, dan menurut keadaan. 
v. Penilaian terhadap besarnya ganti kerugian tergantung pada 
kebijaksanaan hakim. 
5. Ditinjau dari akibat akhirnya,  
a. Wanprestasi: Pelaksanaan prestasi dan/atau ganti kerugian. 
b. PMH: Pemulihan keadaan seperti semula dan/atau ganti 
kerugian. 
Kedudukan dari korban perbuatan melanggar hukum berbeda 
dengan pihak korban yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh 
lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani 
menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani 
mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari 
kontrak tersebut, sehingga ganti kerugian yang diberikan kepadanya 
tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari 
perbuatan melanggar hukum, yang sama sekali tidak pernah terpikir akan 
risiko dari perbuatan melanggar hukum, yang kadang-kadang datang 
dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Oleh 
karena pihak korban dari perbuatan melanggar hukum sama sekali tidak 
siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko 
tersebut, maka seyogianya dia lebih dilindungi, sehingga ganti kerugian 
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yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.34 
2. Ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya 
kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang 
yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.  Bentuk 
dari ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum yang dikenal 
oleh hukum adalah sebagai berikut:35 
1. Ganti kerugian nominal 
Jika adanya perbuatan melanggar hukum yang serius, 
seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, 
tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, 
maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu 
sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa 
sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan 
ganti kerugian nominal. 
2. Ganti kerugian kompensasi 
Ganti kerugian kompensasi (compensatory damages) 
merupakan ganti kerugian yang merupakan pembayaran 
kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar 
telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan 
melanggar hukum. Karena itu, ganti kerugian seperti ini 
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disebut juga dengan ganti kerugian aktual. Misalnya, ganti 
kerugian atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, 
kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk 
penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, 
dan lain-lain. 
3. Ganti kerugian penghukuman 
Ganti kerugian penghukuman (punitive damages) 
merupakan suatu ganti kerugian dalam jumlah besar yang 
melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya 
jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai 
hukuman bagi si pelaku. Ganti kerugian penghukuman ini 
layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang 
berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap 
penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa 
perikemanusiaan. 
Bila ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum berlakunya 
lebih keras, sedangkan ganti kerugian karena kontrak lebih lembut, itu 
merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern, sebab di dalam 
dunia yang telah berperadaban tinggi, seseorang haruslah selalu bersikap 
waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena 
itu, bagi pelaku perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian 
bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam 
36 
 
bentuk ganti kerugian.36 
3.  Ganti kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Ganti kerugian juga diatur dalam hukum pidana yaitu dalam Pasal 
14C KUHP dan dalam Pasal 95-101 KUHAP. Dalam KUHAP, ganti 
kerugian hanya berkaitan dalam hal terjadi kekeliruan dalam tindakan 
hukum oleh penyelenggara penegak hukum baik karena kesalahan dalam 
penerapan hukum maupun kesalahan tentang orang yang 
disangka/didakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Pasal 95-101 
KUHAP hanya membahas mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi 
kepada tersangka/terdakwa, bukan kepada korban, khususnya dalam 
bahasan ini keluarga korban.  
Dalam system peradilan pidana terdapat dua model sistem peradilan 
pidana yaitu  Due Process Model (DPM) dan Crime Control Model (CCM). 
Model penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan 
Crime Control Model (CCM) sehingga dalam sistem ini yang diutamakan 
adalah prosedur termasuk hak-hak seorang tersangka selama mengikuti 
alur sistem yang sudah ditetapkan KUHAP. Sedangkan Crime Control 
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Model (CCM) mengedepankan efektifitas dari suatu proses peradilan 
pidana. Perbedaan dari sistem peradilan tersebut, yaitu:37 
1. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mendekati konsep Crime 
Control Model (CCM) yang memiliki ciri-ciri: 
a. Fungsi yang terpenting dari proses pidana adalah 
memberantas adanya tindak pidana; 
b. Proses pidana diharapkan menjadi proses yang efektif dalam 
memilih tersangka, menentukan kesalahannya dan menjamin 
para criminal itu disingkirkan dari kehidupan masyarakat 
secepatnya; 
c. Dengan efisiensi dimaksudkan bahwa dalam proses pidana itu 
memiliki kemampuan untuk dengan cepat menangkap 
penjahat, mengadilinya, menghukumnya dan memen-
jarakannya dalam jumlah yang besar. 
2. KUHAP mendekati konsep Due Process Model (DPM) yang 
memiliki ciri-ciri: 
a. Pada setiap tahap terdapat halangan untuk memproses 
tersangka lebih lanjut; 
b. Tidak terlalu mempercayai kemampuan penyidik dan penuntut 
umum karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas 
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untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi dan pengamatan 
mereka seringkali dipengaruhi oleh emosi dengan mengejar 
pengakuan tersangka maupun saksi melalui berbagai cara. 
Dengan demikian terjadinya human error harus mendapat 
perhatian yang seksama. 
Sistem peradilan tersebut yang menyebabkan KUHAP lebih fokus 
mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa sehingga dibutuhkan 
aturan tersendiri bagi korban tindak pidana untuk memberikan kepastian 
hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana. Mengenai 
perlindungan terhadap korban dari tindak pidana itu sendri diatur dalam 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban (selanjutnya disebut dengan UU No. 31 Tahun 2014), dalam 
Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa korban tindak pidana atau kejahatan 
mempunyai hak untuk:  
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah diberikannya;  
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan;  
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;  
d. mendapat penerjemah;  
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  
i. dirahasiakan identitasnya;  
j. mendapat identitas baru;  
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k. mendapat tempat kediaman sementara;  
l. mendapat tempat kediaman baru; 
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan;  
n. mendapat nasihat hukum;  
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 
batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau  
p. mendapat pendampingan.  
Sedangkan aturan mengenai ganti kerugian terhadap korban 
terdapat dalam Pasal 7  yang mengatur: 
Pasal 7A 
(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: 
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau 
penghasilan;  
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang 
berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau  
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan LPSK. 
(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau 
setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap melalui LPSK. 
(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum 
untuk dimuat dalam tuntutannya. 
(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelahputusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk 
mendapat penetapan. 
(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi 
diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris 
Korban. 
 
Pasal 7B  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan 
pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
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Sebagai tindak lanjut dari Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014, maka 
dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 
2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada 
Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan PP No. 44 Tahun 2008).  
Ketentuan mengenai restitusi diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 
PP No. 44 Tahun 2008. Pasal-pasal tersebut mengatur: 
Pasal 20  
(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.  
(2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana yang 
dimaksud Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau 
kuasanya dengan surat kuasa khusus.  
(3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2)diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan 
melalui LPSK.  
 
Pasal 21  
Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau 
setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, 
korban dapat melakukan permintaan penggabungan perkara 
sebagaimana diatur dalam KUHAP melalui LPSK. 
 
Pasal 22 
(1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
memuat sekurang-kurangnya:  
a. Identitas pemohon; 
b. Uraian tentang tindak pidana; 
c. Identitas pelaku tindak pidana; 
d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan 
e. Bentuk restitusi yang diminta. 
(2) Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 
(1) harus dilampiri: 




b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau 
keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang 
berwenang; 
c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau 
pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang 
melakukan perwatan atau pengobatan; 
d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal 
dunia; 
e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 
f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila 
permohonan diajukan oleh keluarga; dan  
g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi 
diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. 
(3) Apabila pemohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam 
Ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi 






A. Tipe Penelitian  
Untuk rumusan masalah pertama, tipe penelitian yang digunakan 
yaitu tipe penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian 
hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (law in 
book), karena penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam KUH Perdata, KUHAP, dan UU No. 31 Tahun 2014, yang 
berhubungan dengan ganti kerugian terhadap korban kejahatan.  
Untuk rumusan masalah kedua, tipe penelitian yang digunakan yaitu 
tipe penelitian sosiolegal (socio legal research), karena penelitian ini 
menganalisis fakta empiris mengenai hak menuntut ganti kerugian oleh 
keluarga korban atas kasus pembunuhan. Lokasi penelitian berada di 
Kabupaten Tana Toraja dan Pengadilan Negeri Makale, hal ini menjadi 
pertimbangan karena gugatan perdata di Pengadilan Negeri tingkat 
Kabupaten masih didominasi oleh gugatan perbuatan melanggar hukum, 
juga lokasi tersebut strategis mudah untuk mendapatkan informasi 
mengenai keluarga dari korban pembunuhan tersebut, sehingga penulis 
dapat lebih mudah memperoleh data yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
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Penelitian ini juga membahas secara sistematis, menganalisis 
hubungan antara ketentuan-ketentuan, mengkaji hambatan-hambatan 
yang dihadapi, membahas komentar dari para pihak yang terkait, dan 
memperkirakan perkembangan-perkembangan di masa datang. 
B. Metode Pendekatan 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum 
adalah pendekatan undang-undang (statutory approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), 
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Berdasarkan rumusan masalah dan 
tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statutory approach) 
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut dengan isu hukum, dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) yang dilakukan dengan menelusuri konsep-konsep 
ganti kerugian. 
C. Bahan Hukum 
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. 
Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), UU No. 31 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008. Juga 
doktrin-doktrin hukum yang membahas mengenai ganti kerugian secara 
umum dan khususnya ganti kerugian yang timbul dari perbuatan 
melanggar hukum berkaitan dengan kasus pembunuhan. Bahan Hukum 
Sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 
ganti kerugian. Bahan nonhukum terdiri dari wawancara terhadap hakim di 
Pengadilan Negeri Makale, dan kuesioner terhadap beberapa keluarga 
korban pembunuhan. 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, 
maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi : 
1. Proses pengumpulan bahan hukum primer. Dalam hal penelitian 
ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), 
dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan penelitian ini, dan menggunakan pendekatan 
konseptual (conceptual approach) dengan mencari doktrin-doktrin hukum 
yang membahas mengenai ganti kerugian secara umum dan khususnya 
ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum berkaitan 
dengan kasus pembunuhan. 
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2. Proses pengumpulan bahan hukum sekunder, yang dilakukan 
adalah penelusuran terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan 
merupakan dokumen resmi  dan  berhubungan dengan ganti kerugian. 
3.  Proses pengumpulan bahan non hukum, yang dilakukan adalah 
melalui kuesioner terhadap beberapa keluarga korban pembunuhan, dan 
untuk memperkuat argumentasi mengenai hal-hal di atas penulis juga 
membahas komentar hakim di pengadilan mengenai hak keluarga korban 
menutut ganti kerugian atas kasus pembunuhan. 
E.  Analisis Bahan Hukum 
Untuk rumusan masalah pertama, bahan hukum yang diperoleh 
diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian 
dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan 
komperhensif dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 
diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang 
baru.  
Untuk rumusan masalah kedua, data yang diperoleh disusun dan 
dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui 
secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan hak keluarga korban 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prinsip Ganti Kerugian  
1. Prinsip ganti kerugian dalam perbutan melanggar hukum (1365 
KUH Perdata) 
Dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur 
secara rinci tentang ganti kerugian tertentu, atau tentang salah satu aspek 
dari ganti kerugian, maka hakim mempunyai kebebasan untuk 
menerapkan ganti kerugian tersebut sesuai dengan asas kepatutan, 
sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi 
terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya 
dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal 
yang bersangkutan dengan ganti kerugian.38 Untuk dapat menuntut ganti 
kerugian berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum, maka suatu 
perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut:39 
a. Adanya suatu perbuatan. 
b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. 
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 
d. Adanya kerugian bagi korban.  
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 
                                                          
38
 Munir Fuady, Op.cit, h.138. 
39 Ibid, h.10. 
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Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan 
melanggar hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:40 
1. Adanya suatu perbuatan 
Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu 
perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan 
bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat 
sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam 
arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia 
mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban 
mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga 
kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap 
perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau 
kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang 
diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum 
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. 
Sejak tahun 1919, unsur melanggar hukum ini diartikan dalam 
arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: 
i. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; 
ii. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; 
atau 
                                                          
40
 Ibid. h.10-14. 
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iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pelaku; atau 
iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode 
zeden); atau 
v. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain 
(indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijik verkeer betaamt ten aanzien van anders 
person of goed). 
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 
Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar 
Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi 
mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur 
kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan 
tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict 
liability)  tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada 
Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu 
diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict 
liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH 
Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. 
Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya 
unsur “kesalahan” (schuld)  dalam suatu perbuatan melanggar 
hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur 
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kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum 
mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan 
tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut: 
i. Ada unsur kesengajaan, atau 
ii. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan 
iii. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht-
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela 
diri, tidak waras, dan lain-lain. 
Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu 
dipersyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melanggar 
hukum” dalam suatu perbuatan melanggar hukum, apakah tidak 
cukup dengan unsur “melanggar hukum” saja. Untuk menjawab 
pertanyaan ini, berkembang tiga aliran sebagai berikut: 
a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melanggar 
hukum saja 
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur 
melanggar hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah 
inklusif unsur kesalahannya di dalamnya, sehingga tidak 
diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan 
melanggar hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut 




b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja 
Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan 
unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan 
melanggar hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan 
lagi unsur “melanggar hukum” terhadap suatu perbuatan 
melanggar hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut 
misalnya oleh Van Goudever. 
c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melanggar 
hukum maupun unsur kesalahan 
Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan 
melanggar hukum mesti mensyaratkan unsur melanggar 
hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur 
melanggar hukum saja belum tentu mencakup unsur 
kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh 
Meyers. 
Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam 
perbuatan melanggar hukum, baik kesalahan dalam arti 
“kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini 
hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan 
seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap 
yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. 
Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah 
51 
 
hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal 
dan wajar”. 
Dilihat dari unsur perbuatan melanggar hukum yang 
dianut oleh Indonesia dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka 
Indonesia menganut aliran yang mengatakan bahwa 
diperlukan, baik unsur melanggar hukum dan unsur 
kesalahan. Dalam penelitian ini yang membahas Pasal 1370 
KUH Perdata, menekankan kasus pembunuhan yang dapat 
dituntut ganti kerugian oleh keluarga korban pembunuhan 
tersebut. Dalam Pasal 1370 KUH Perdata tersebut 
mengandung unsur kesalahan, maka pasal tersebut tidak 
akan terpenuhi jika tidak memiliki unsur kesalahan, sehingga 
Indonesia menganut aliran unsur melanggar hukum dan 
unsur kesalahan. 
4. Adanya kerugian bagi korban 
Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat 
agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat 
dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi 
yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena 
perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil, 
yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang 




5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan 
kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu 
perbuatan melanggar hukum. 
Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, 
yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. 
Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) 
hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara 
faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan 
timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, 
asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa 
penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melanggar  
hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum 
mengenai “but for” atau ´sine qua non”. Von Buri  adalah salah 
satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung 
ajaran akibat faktual ini. 
Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen 
kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah 
konsep “sebab kira-kira” (proximate cause). Proximate cause  
merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling 
banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan 
melanggar hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini 
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disebut juga dengan istilah legal cause  atau dengan berbagai 
penyebutan lainnya. 
 Pasal 1365 KUH Perdata tidak membeda-bedakan para korban, asal 
saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan 
sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab 
akibat yang faktual (sine qua non), maupun sebab akibat kira-kira 
(proximate cause). Kategori yuridis pihak korban dari perbuatan 
melanggar hukum adalah sebagai berikut: 
1. Pihak korban itu sendiri.  
Sebagai kaidah umum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 
1365 KUH Perdata, siapapun yang menderita kerugian, 
maka orang tersebut yang berhak atas ganti kerugian, dan 
dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas 
pembayaran ganti kerugian yang dimaksud. 
2. Penerima nafkah. 
Disamping ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata 
tersebut, khusus terhadap perbuatan melanggar hukum 
(sengaja atau lalai) yang menyebabkan matinya korban, 
maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata, yang berhak atas ganti kerugian tersebut adalah 





3. Keluarga sedarah garis lurus dan suami/istri. 
Terhadap perbuatan melanggar hukum yang berupa 
penghinaan atau menjatuhkan nama baik seseorang, maka 
jika perbuatan tersebut dilakukan setelah orang yang 
bersangkutan tersebut meninggal dunia, maka menurut 
Pasal 1375 KUH Perdata, pihak yang berhak menuntut ganti 
kerugian adalah suami/istri, orang tua, kakek/nenek, anak 
dan cucu. 
4. Ahli waris pada umumnya. 
Selain dari pihak korban atau pengganti korban dari 
perbuatan melanggar hukum yang berhak atas ganti 
kerugian seperti tersebut di atas, maka hak yang didapat 
karena ganti kerugian tersebut turun pula kepada ahli 
warisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris yang 
berlaku. 
2.  Prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
Seperti yang telah dijelaskan bahwa penerima nafkah termasuk 
dalam kategori yuridis pihak korban dari perbuatan melanggar hukum dan 
diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata. Perbuatan melanggar hukum yang 
menyangkut nyawa seseorang berupa pembunuhan dengan sengaja atau 
karena kurang hati-hatinya seseorang dan menyebabkan kematian bagi 
korban tersebut dalam Pasal 1370 KUH Perdata dinamakan moedwillige 
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of onvoorzichtige doodslag.41 Korban dari pembunuhan tersebut tidak 
mungkin dinamakan menderita suatu kerugian, oleh karena korban 
tersebut telah meninggal dan tidak dapat merasakan sesuatu lagi, 
sehingga yang menderita kerugian akibat pembunuhan tersebut adalah 
keluarga korban pembunuhan itu sendiri. Maka jika dihubungkan dengan 
UU No.31 Tahun 2014, keluarga korban juga termasuk dalam kategori 
korban. Dengan demikian pengertian korban dalam UU No.31 Tahun 2014 
lebih luas daripada yang tercantum dalam KUH Perdata.  
Unsur-unsur dari Pasal 1370 KUH Perdata adalah sebagai berikut: 
i.  Pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya 
seorang; 
ii. Suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban 
yang lazim mendapatkan nafkah dari pekerjaan si korban; 
iii. Dapat menuntut ganti rugi; 
iv. Dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak; 
v. Menurut keadaan. 
Jika kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
dihubungkan dengan kekayaan dari korban pembunuhan, maka dapat 
diasumsikan bahwa setiap orang menderita kerugian dari kematian 
keluarganya. Namun dalam Pasal 1370 KUH Perdata mengklasifikasikan 
                                                          
41
 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum 
Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.88. 
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3 (tiga) golongan keluarga yang menderita kerugian dari meninggalnya 
keluarga korban tersebut, yaitu: 
i. Suami atau istri dari korban pembunuhan; 
ii. Anak-anak dari korban pembunuhan; 
iii. Orang tua dari korban pembunuhan. 
Hanya tiga golongan keluarga tersebut berdasarkan Pasal 1370 KUH 
Perdata diberi hak untuk menuntut ganti kerugian. Namun dari tiga 
golongan keluarga yang dapat menuntut ganti kerugian tersebut, masih 
dibatasi lagi oleh Pasal 1370 KUH Perdata, yaitu dibatasi pada keluarga 
yang biasanya menerima nafkah dari penghasilan korban, sehingga dari 
ketiga golongan tersebut, mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya 
tidak tergantung pada nafkah dari penghasilan korban, mereka dianggap 
tidak menderita kerugian nafkah akibat matinya korban pembunuhan 
tersebut. Maksud dari Pasal 1370 KUH Perdata ini hanya memberikan hak 
kepada ketiga golongan keluarga tersebut untuk menuntut ganti kerugian 
atas putusnya nafkah. 
Pasal 1370 KUH Perdata mengatur bahwa jumlah ganti kerugian 
harus ditetapkan dengan mengingat kedudukan dan kekayaan kedua 
belah pihak. Pihak pertama dalam hal ini pelaku pembunuhan adalah 
yang berwajib memberikan ganti kerugian, pihak kedua dalam hal ini 
keluarga korban pembunuhan yang berhak menuntut ganti kerugian, 
sehingga dapat diasumsikan bahwa pihak pertama (pelaku pembunuhan) 
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adalah pihak yang memiliki kekayaan yang lebih daripada kekayaan pihak 
kedua, sebab jika pelaku pembunuhan tersebut adalah orang yang tidak 
mampu dalam hal keuangan atau dapat dikatakan seorang yang miskin, 
maka pelaku tersebut bisa saja tidak dapat dituntut ganti kerugian. 
Unsur terakhir adalah jumlah ganti kerugian tersebut harus 
ditetapkan dengan mengingat keadaan. Maksudnya bukanlah keadaan 
dari kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, oleh karena sudah 
disebutkan di atas.42 Yang dimaksud harus ditetapkan dengan mengingat 
keadaan adalah jumlah ganti kerugian dapat dikurangi, kalau kesalahan 
dari pelaku kurang berat, atau kalau si korban tersebut melakukan 
tindakan yang menyebabkan meninggalnya korban tersebut. Keadaan 
tersebut nantinya akan dilihat pada pembuktian, dan hakim yang akan 
menilai keadaan tersebut. 
3. Prinsip ganti kerugian dalam UU No. 31 Tahun 2014 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan 
hukum pidana materil seharusnya memaparkan secara jelas mengenai 
hak-hak dari korban tindak pidana. Ganti kerugian sebagai hak dari 
korban tindak pidana hanya diatur dalam Pasal 14C KUHP. Selebihnya 
tidak ada aturan mengenai ganti kerugian dalam KUHP. Sama halnya 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
merupakan hukum pidana formil, cenderung lebih memerhatikan dan 
melindungi hak-hak dari tersangka/terdakwa. Hal tersebut wajar saja 
                                                          
42
 Ibid. h.90. 
58 
 
karena hukum pidana formil digunakan untuk menegakkan hukum pidana 
materil. Dalam hukum pidana materil, tidak dengan jelas mengatur hak-
hak dari korban tindak pidana, khususnya dalam hal ganti kerugian. 
Pengaturan tentang ganti kerugian hanya terdapat dalam Pasal 14c Ayat 
(1) KUHP, yang mengatur:  
Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan 
pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak 
melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa 
terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa 
percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. 
Ketentuan di atas menyiratkan bahwa ada perlindungan tidak 
langsung yang diberikan undang-undang kepada korban kejahatan. 
Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan 
penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana 
mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi, 
ternyata aspek ini sifatnya perlindungan tidak langsung karena sifat syarat 
khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah terbatas, 
bergantung kepada penilaian hakim.  
Hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut 
Pasal 14c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa 
mengganti kerugian akibat tindak pidana sehingga seolah-olah ganti 
kerugian tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Barda 
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Nawawi Arief menyebutkan penetapan ganti kerugian ini jarang diterapkan 
dalam praktik karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:43 
a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim 
sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, ia 
hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai 
syarat khusus untuk tidak menjalani pidana pokok yang dijatuhkan 
kepada terpidana;  
b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini pun hanya 
diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 
satu tahun atau pidana kurungan; 
c. Syarat khusus berupa ganti kerugian ini pun menurut KUHP hanya 
bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.  
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ganti 
kerugian yang dimaksud dalam KUHP tersebut tidak termasuk dalam 
bahasan ini. Sama halnya dengan KUHAP, secara normatif KUHAP hanya 
memerhatikan hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa memberi ruang kepada 
korban untuk memerjuangkan hak-haknya. KUHAP sebagai landasan 
hukum terkait dengan prosedur penegakan hukum di Indonesia belum 
mengatur secara signifikan mengenai perlindungan saksi dan korban 
sehingga perlindungan dan perhatian atas hak-hak terhadap 
tersangka/terdakwa masih lebih dominan.  
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Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik, P.T 
Alumni, Bandung, 2008,h. 262. 
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Dalam hal terjadi kekeliruan dalam tindakan hukum oleh 
penyelenggara penegak hukum baik karena kesalahan dalam penerapan 
hukum maupun terjadi eror in persona44, maka akan muncul adanya 
korban pelanggaran hukum atau tindak pidana bukan oleh pelaku 
kejahatan yang sesungguhnya tetapi oleh penegak hukumnya sehingga 
yang terjadi hal tersebut adalah merupakan penyalahgunaan wewenang 
atau tindakan yang melampaui batas wewenang oleh penyelenggara 
Negara dan atau penegak hukum. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dalam KUHAP hakikatnya merupakan ketentuan tentang 
perlindungan hukum terhadap diri tersangka/terdakwa atas tindakan 
penegak hukum karena kekeliruan penerapan hukum atau 
penyalahgunaan wewenang. Bukan perlindungan terhadap korban 
kejahatan. 
Timbul pertanyaan, bagaimana dengan aturan yang mengatur 
mengenai hak-hak dari korban kejahatan?. Agustus 2006 Presiden 
Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. Hal tersebut menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia 
dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Oleh 
karena masih ada kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang tersebut 
maka pada Oktober 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
                                                          
44
 Error in persona terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu, kurang, 
lebih, atau salah, baik itu yang terjadi pada pihak penggugat maupun tergugat. 
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tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam bagian mengingat UU No. 
31 Tahun 2014, dicantumkan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209)”. Artinya UU No. 31 Tahun 2014 lahir untuk melengkapi 
aturan yang belum ada dalam KUHAP, yaitu aturan mengenai hak-hak 
dari korban tindak pidana. Sehingga UU No. 31 Tahun 2014 ini menjadi 
aturan yang dapat digunakan oleh korban tindak pidana untuk 
memerjuangkan hak-haknya. 
Dalam UU No. 31 Tahun 2014, ganti kerugian oleh pelaku kejahatan 
terhadap korban atau keluarganya disebut dengan restitusi. Aturan 
mengenai restitusi terdapat dalam Pasal 7A Ayat (1) UU No. 31 Tahun 
2014 yang mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh 
Restitusi berupa: 
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;  
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan 
langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau  
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.  
Pasal 7A Ayat (1) huruf (a) sangat berkaitan dengan Pasal 1370 
KUH Perdata bahwa ganti kerugian yang dapat diterima oleh keluarga 
korban berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan 




Selanjutnya dalam Pasal 7A Ayat (6) diatur: 
Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan 
kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. 
 
Pasal 7A Ayat (6) tersebut memperjelas bahwa ganti kerugian 
tersebut diberikan kepada keluarga korban, akan tetapi tidak menjelaskan 
secara rinci bahwa meninggalnya korban tersebut diakibatkan karena 
pembunuhan atau meninggal karena luka yang diderita akibat menjadi 
korban penganiayaan. Tetapi hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwa 
dalam kasus pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, 
maka restitusi diberikan kepada keluarga korban tersebut karena tidaklah 
mungkin restitusi diberikan kepada korban yang meninggal tersebut, 
sehingga memperkuat bahwa UU No. 31 Tahun 2014 ini menjadi aturan 
yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata. 
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, 
kompensasi maupun restitusi tersebut kemudian diatur dalam PP No. 44 
Tahun 2008. Dalam PP No. 44 Tahun 2008, tututan ganti kerugian oleh 
keluarga korban pembunuhan diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 33 
dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Ganti kerugian terhadap keluarga 
korban pembunuhan dapat digolongkan dalam restitusi. Pasal 1 Ayat (5) 
PP No. 44 Tahun 2008, mengatur:  
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau 
Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian 
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau 




Hal-hal yang terkait dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, 
pengajuan permohonan restitusi atau ganti kerugian dapat dilakukan 
melalui 2 (dua) mekanisme yaitu : 
(1) Apabila permohonan diajukan setelah pelaku dinyatakan bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut 
beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang 
berwenang.45  
(2) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaku dinyatakan bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (sebelum tuntutan dibacakan) maka LPSK 
menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan 
pertimbangannya kepada Penuntut Umum.46  
Dari prinsip-prinsip ganti kerugian di atas maka dapat diketahui 
bahwa prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata tersebut 
sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam konsep perbuatan melanggar 
hukum dalam KUH Perdata juga dengan prinsip ganti kerugian dalam UU 
No. 31 Tahun 2014. Dalam KUHAP tidak diatur mengenai hak dari korban 
khususnya keluarga korban untuk menuntut ganti kerugian. Di dalam 
ketentuan KUHAP tersebut, pengaturan tentang tuntutan ganti kerugian 
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 Pasal 28 Ayat (1) PP Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, 
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 
46
 Pasal 28 Ayat (2) PP Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, 




bukannya diperuntukkan bagi korban tindak pidana, tetapi justru 
diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa yang dirugikan kepentingannya 
karena adanya kesalahan atau kekeliruan penegak hukum dalam 
pelaksanaan tugasnya. Juga dalam KUHAP hanya mengatur mengenai 
mekanisme bagaimana keluarga korban dapat melakukan penggabungan 
perkara perdata dengan perkara pidana. Hal itupun tergantung dari hakim 
untuk menetapkan apakah perkara tersebut dapat dilakukan 
penggabungan perkara perdata dan perkara pidananya. 
Dalam UU No. 31 Tahun 2014 sangat jelas diatur hak korban 
khususnya keluarga korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK). Apalagi dalam hal pembunuhan, restitusi diberikan 
kepada keluarga korban, sehingga UU No. 31 Tahun 2014 ini menjadi 
aturan yang dapat digunakan oleh keluarga korban pembunuhan untuk 
mendapatkan haknya sesuai dengan isi dari Pasal 1370 KUH Perdata 
sehingga sangat memenuhi prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH 
Perdata. 
B.  Penerapan Pasal 1370 KUH Perdata 
Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa Pasal 
1370 KUH Perdata ini hampir tidak pernah didengar penerapannya dalam 
kasus pembunuhan. Hal tersebut dipertegas oleh beberapa hakim 
Pengadilan Negeri Makale yang mengatakan bahwa mereka belum 
pernah mendapatkan kasus keluarga korban pembunuhan menuntut ganti 
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kerugian terhadap pelaku atas meninggalnya korban tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan 
Negeri Makale diperoleh keterangan bahwa selama ini belum pernah 
ditemui tuntutan ganti kerugian oleh keluarga korban berdasarkan Pasal 
1370 KUH Perdata. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan beberapa 
faktor: 47 
a. Tidak pernah ada permintaan dari keluarga korban 
pembunuhan untuk mengajukan penggabungan perkara 
karena selama ini sebagian besar keluarga korban 
pembunuhan awan terhadap hukum, sehingga tidak 
mengetahui bahwa Pasal 1370 KUH Perdata dapat 
diterapkan melalui penggabungan perkara, dan biasanya 
keluarga korban merasa puas dengan penjatuhan pidana 
yang diberikan kepada pelaku pembunuhan tersebut. 
b. Pengadilan harus melihat perkara tersebut merupakan 
kewenangan untuk mengadili atau bukan. 
c. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara 
khusus mengatur tentang pelaksanaan Pasal 1370 KUH 
Perdata.  
Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makale 
diketahui juga bahwa karena alasan budaya dari masyarakat yang 
berkembang bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya, maka 
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 Wawancara dengan Rosyadi dan Boni selaku hakim Pengadilan Negeri Makale pada 
bulan Mei 2015. 
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menurut hakim, para keluarga korban cenderung lebih memilih pelaku 
dihukum mati daripada membiarkan pelaku hidup di penjara. Ada juga 
keluarga korban yang sudah puas jika pelaku pembunuhan tersebut 
sudah dipenjara dengan pidana maksimal sehingga niat untuk menuntut 
ganti kerugian menjadi tidak ada. Selain dari beberapa faktor di atas, 
diketahui juga bahwa ketidaktahuan dari keluarga korban bisa saja 
disebabkan karena mereka tidak diberitahu oleh pihak polisi bahwa 
mereka dapat menuntut pelaku pembunuhan tersebut. Pasal 1370 KUH 
Perdata ini merupakan hak, maka tidaklah wajib untuk diterapkan 
sehingga kemungkinan pihak polisi juga belum pernah mendengar 
penerapannya. Bisa saja tidak diberitahukannya keluarga korban oleh 
polisi tentang hak menuntut terhadap pelaku pembunuhan adalah karena 
pihak polisi tersebut kemungkinan tidak mengetahui bahwa hak tersebut 
dimiliki oleh keluarga korban dan diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata.48 
Salah satu unsur utama dalam Pasal 1370 KUH Perdata adalah hak 
menuntut ganti kerugian oleh keluarga korban pembunuhan. Jadi jika 
keluarga korban pembunuhan tersebut tidak menggunakan haknya untuk 
menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan maka Pasal 1370 
KUH Perdata tersebut tidak akan dapat diterapkan.  
Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian terhadap beberapa 
keluarga korban pembunuhan yang kehilangan sumber nafkahnya akibat 
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 Wawancara dengan Rosyadi dan Boni selaku hakim Pengadilan Negeri Makale pada 
bulan Mei 2015 
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kasus pembunuhan. Berdasarkan penelitian penulis di Kabupaten Tana 
Toraja, didapatkan data sebagai berikut: 
Tabel 1 
Ketidaktahuan keluarga korban mengenai haknya untuk  
menuntut ganti kerugian kepada pelaku 
Ketahuan Jumlah  Presentase 
Tahu 0 0% 
Tidak Tahu 8 100% 
Jumlah 8 100% 
 
Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap 
keluarga korban pembunuhan pada tahun 2015. 
 
Berdasarkan tabel di atas tampak jelas bahwa ketidaktahuan dari 
keluarga korban menjadi salah satu faktor tidak adanya penerapan dari 
Pasal 1370 KUH Perdata. Hal tersebut juga dikarenakan keluarga korban 
tersebut awam terhadap hukum. Sehingga data di atas memperkuat 
argumentasi dari hakim Pengadilan Negeri Makale mengenai faktor-faktor 
yang menyebabkan tidak adanya tuntutan ganti kerugian oleh keluarga 
korban terhadap pelaku pembunuhan. 
Seandainya para keluarga korban pembunuhan mengetahui bahwa 
mereka dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan, maka 
dalam setiap kasus pembunuhan bisa saja ditemui gugatan perdata 
disamping perkara pidana kepada pekaku pembunuhan tersebut. 
Berdasarkan penelitian penulis di Kabupaten Tana Toraja, didapatkan 





Keinginan keluarga korban pembunuhan untuk  
menuntut ganti kerugian kepada pelaku 
No Nama Keluarga Korban Ingin Menuntut Tidak Menuntut 
1. Susana Nona    
2. Damaris    
3. Agustiwa    
4. Ludia    
5. Marten    
6. Yustiana    
7. Martina    
8. Matius    
 
Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap 
keluarga korban pembunuhan pada tahun 2015. 
 
Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa jika dulu keluarga korban 
pembunuhan tersebut mengetahui bahwa mereka dapat menuntut, maka 
dalam kasus pembunuhan, akan banyak ditemui penerapan Pasal 1370 
KUH Perdata. Apabila para pelaku pembunuhan tersebut juga mengetahui 
bahwa mereka dapat dituntut ganti kerugian tanpa menghilangkan 
tanggung jawab pidananya, kemungkinan kasus pembunuhan dapat 
berkurang karena hak keluarga korban menuntut ganti kerugian bisa 




Unsur yang juga penting dalam penerapan Pasal 1370 KUH Perdata 
ialah bahwa keluarga korban yang dapat menuntut ganti kerugian adalah 
keluarga korban yang benar-benar merugi dari segi putusnya nafkah 
akibat meninggalnya penopang hidupnya. Jadi jika keluarga korban 
tersebut tidak merugi dari segi putusnya nafkah, maka unsur Pasal 1370 
KUH Perdata ini tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian penulis terhadap 
keluarga korban, didapatkan data sebagai berikut:  
Tabel 3 
Pekerjaan dan anggota keluarga yang menjadi korban pembunuhan 






1 Susana Nona Orang tua  PNS 
2 Damaris Anak  Supir bus 
3 Agustiwa Suami dan anak PNS 
4 Ludia Orang tua PNS  
5 Marten Anak  Pegawai Perbankan 
6 Yustiana Suami  Wiraswasta 
7 Martina Orang tua PNS 
8 Matius Anak  Pelayaran  
Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap 
keluarga korban pembunuhan pada tahun 2015. 
 
Dari data di atas sangat jelas bahwa pekerjaan dari korban 
pembunuhan tersebut adalah penopang hidup dari keluarga yang 
ditinggalkan sehingga dapat dipastikan bahwa keluarga korban tersebut 
menderita kerugian putusnya nafkah. 
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Dari hasil wawancara dengan beberapa keluarga korban 
pembunuhan diketahui bahwa semua keluarga korban tersebut menderita 
putusnya nafkah akibat meninggalnya keluarga mereka yang biasa 
menafkahinya.  Marten, pria berumur 66 tahun ini kehilangan anak satu-
satunya karena pembunuhan. Anaknya yang bekerja sebagai pegawai 
perbankan tersebut menjadi sumber nafkah bagi kehidupannya bersama 
istri. Pekerjaan Marten dan istrinya tiap hari hanya berkebun dan 
berternak sehingga kehidupan mereka berdua sangatlah bergantung 
kepada anak satu-satunya itu yang telah meninggal. Andai saja Marten 
dapat mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian 
kepada pelaku atas putusnya nafkah, maka ia dapat menggunakan Pasal 
1370 KUH Perdata sebagai aturan yang mengatur jelas mengenai haknya 
tersebut. Kemudian Agustiwa, ibu berumur 43 tahun ini hidup bersama 
dua orang anaknya. Suami dan salah seorang anaknya menjadi korban 
pembunuhan karena masalah sengketa tanah yang pernah dihadapi oleh 
keluarganya. Almarhum suami yang dulu selalu menjadi penopang hidup 
sebagai pegawai rumah sakit di Makale, kini telah tiada. Penghasilan dari 
Agustiwa sendiri kurang mencukupi untuk biaya hidup dan pendidikan dua 
orang anaknya yang masih hidup. Seandainya saja Agustiwa mengetahui 
bahwa ia dapat memerjuangkan haknya dengan menuntut ganti kerugian 
akibat kehilangan nafkah, maka kemungkinan beban yang ia tanggung 
untuk pendidikan dua orang anaknya tidak akan seberat saat ini. 
Selanjutnya Matius, seorang ayah yang kehilangan anaknya karena 
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dibunuh oleh tetangganya yang sedang mabuk. Matius kehilangan salah 
seorang anaknya yang menjadi penopang hidupnya karena istri dari 
Matius telah meninggal. Sekarang Matius hidup bersama dua orang 
anaknya yang telah bekerja. Andai saja Matius kedua orang anaknya 
belum bekerja maka ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-
harinya dikarenakan Matius sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap. 
Andai saja Pasal 1370 KUH Perdata ini diketahui oleh Matius, maka bisa 
saja ia memerjuangkan haknya di pengadilan dan menuntut si pelaku 
pembunuhan.49 
Dari keterangan beberapa keluarga korban di atas, dapat 
diasumsikan bahwa semua keluarga korban tersebut selain menderita 
kerugian psikis akibat meninggalnya anggota keluarganya, juga menderita 
kerugian materil dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sudah 
sepantasnya Pasal 1370 KUH Perdata menjadi pasal yang harus 
dipertimbangkan oleh penegak hukum dalam setiap kasus pembunuhan. 
Pasal tersebut bisa saja meringankan keluarga korban dalam hal 
kehilangan nafkah karena tidak kecil kemungkinan semua keluarga 
korban pembunuhan tidak mengetahui bahwa mereka dapat menuntut 
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 Wawancara dengan beberapa keluarga korban pembunuhan di Kabupaten Tana 






Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari 
permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:  
1. Dalam konsep perbuatan melanggar hukum tidak membeda-
bedakan para korban, asal saja kerugian yang diderita oleh 
korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan 
perbuatan yang dilakukan. Kategori yuridis pihak korban dari 
perbuatan melanggar hukum adalah pihak korban itu sendiri, 
penerima nafkah, keluarga sedarah garis lurus dan suami/istri, 
dan ahli waris pada umumnya. Penerima nafkah termasuk dalam 
kategori yuridis pihak korban dari perbuatan melanggar hukum, 
sehingga prinsip ganti kerugian dalam Pasal 1370 KUH Perdata 
sangatlah sesuai dengan prinsip ganti kerugian dalam prinsip 
perbuatan melanggar hukum. Juga dalam UU No. 31 Tahun 2014 
sangatlah jelas dalam Pasal 7A Ayat (6) jika korban tersebut 
meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga 
korban. Prinsip ganti kerugian atau yang disebut restitusi dalam 
UU No. 31 Tahun 2014 ini sangatlah sesuai dengan Pasal 1370 
KUH Perdata yang menjunjung tinggi hak keluarga korban dalam 
hal korban tersebut meninggal dunia. 
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2. Tidak ditemuinya penerapan dari Pasal 1370 KUH Perdata dalam 
kasus pembunuhan menjadikan Pasal 1370 KUH Perdata menjadi 
pasal yang asing didengar. Ada beberapa faktor kemungkinan 
penyebab tidak adanya penerapan Pasal 1370 KUH Perdata, yaitu 
tidak pernah ada permintaan dari keluarga korban pembunuhan 
untuk menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan terhadap 
pelaku pembunuhan tersebut, tergantung sikap pengadilan dalam 
hal kewenangan untuk mengadili, dan belum adanya peraturan 
perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang 
pelaksanaan Pasal 1370 KUH Perdata. Faktor-faktor tersebut 
dikuatkan dengan hasil penelitian di lapangan yang mendapatkan 
bahwa dari semua keluarga korban yang diwawancarai, belum tahu 
mengenai adanya upaya hukum yang dapat mereka perjuangkan 
untuk mengganti kerugian akibat kehilangan nafkah karena 
meninggalnya keluarga mereka tersebut. Sehingga gugatan 
terhadap pelaku pembunuhan tersebut tidak pernah terdengar 
adanya. 
B.  Saran/Rekomendasi 
Dari uraian kesimpulan di atas, saran/rekomendasi yang dapat 
diberikan terhadap keluarga korban pembunuhan dalam memerjuangkan 
haknya adalah sebagai berikut: 
1. Hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 merupakan bukti kepedulian 
Negara terhadap saksi dan korban tindak pidana, juga UU No. 31 
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Tahun 2014 tersebut menjadi aturan yang memenuhi prinsip ganti 
kerugian dari Pasal 1370 KUH Perdata. Akan tetapi ada beberapa 
kekurangan yang menurut penulis harus diperbaiki, yaitu tidak 
setiap pelaku pembunuhan dapat melaksanakan restitusi terhadap 
keluarga korban dikarenakan tidak mampu dalam hal keuangan 
atau dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut berkemampuan 
ekonomi rendah. Jadi jika hal tersebut terjadi maka restitusi pun 
tidak dapat dilaksanakan, tetapi keluarga korban dapat melakukan 
upaya lain yang disebut kompensasi. Kompensasi dalam Pasal 1 
Ayat (10) UU No. 31 Tahun 2014 adalah ganti kerugian yang 
diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan 
ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada korban atau keluarganya. Sehingga direkomendasikan 
dalam Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 ditambah Ayat (7) yang 
mengatur “Dalam hal tindak pidana pembunuhan, jika pelaku 
pembunuhan tidak mampu melaksanakan restitusi, keluarga 
korban yang merupakan ahli waris berhak atas kompensasi.” 
2. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 ada lembaga yang dapat 
memperjuangkan hak-hak dari korban tindak pidana yaitu Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penulis menyarankan 
LPSK menjalin kerjasama-kerjasama formal dengan lembaga 
penegak hukum lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah 
Agung, Komnas HAM, dll) untuk  mengembangkan layanan 
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pemberian bantuan bagi korban tindak pidana sehingga 
perlindungan hak kepada korban tindak pidana (khususnya dalam 
hal ini menyangkut keluarga korban pembunuhan) dapat berjalan 
dengan maksimal. Selain itu LPSK perlu diberi hak untuk berkerja 
sama dengan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan 
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Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Pekerjaan  : 
Usia   : 
Alamat  : 
 
Petunjuk Pengisian: 
a. Beri tanda X atau isi pada jawaban pilihan anda. 
b. Semua jawaban anda hanya digunakan untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan. 
 
1. Apakah anda sebagai keluarga korban mengetahui bahwa anda 
dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan melalui 
gugatan di pengadilan? 
a. Ya. 
b. Tidak. (lanjut ke pertanyaan nomor 3) 
2. Jika anda mengetahui bahwa pelaku pembunuhan dapat dituntut 
ganti kerugian, apakah dulu anda menuntut pelaku tersebut? 
80 
 
a. Ya.   
b. Tidak. Alasan? 
3.  Jika anda tidak mengetahui, seandainya dulu anda mengetahui 
bahwa pelaku dapat dituntut ganti kerugian akibat meninggalnya 
keluarga anda, apakah anda akan menuntut ganti kerugian kepada 
pelaku? 
a. Ya. 
b. Tidak.  
4. Anggota keluarga anda yang menjadi korban adalah…. 
a. Anak anda. 
b. Suami/Istri anda. 
c. Orang tua anda. 
 
 
